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Ringkasan

Pokok permasalahan penelitian adalah mengenal sinkronisasi aturan
hukum nasional den hukum internasional khususnya yang mengatur tentang
pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Pemanfratan sumber daya ikan
di ZEE Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum lant internasional dan
tentangan dalam pengaturan pengelolasn sumber perikanan dunia. Tujuan
penelitian ini, adalah untuk mendiskripsilan secara mendalam tentang kebijakan
perikanan di ZEE Indonesia yang telah dilakukan cleh Negara Indonesia beserta
implikasinys. Selanjutnya, dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk
mendiskripsikan, tetapi merupakan penclitian preskriptif, yaitu swatu penelitian
yang bertujuan untuk mencntukan kebensran hukum yang seharusnya ada bagi
SESUATY.

Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dari aspek
Hukum, yzitu dapat diketahuinya apakah peraturan nasional danm peraturan
internasional yang mengatur tentang sumber daya fkan di ZEE Indonesiz sudah
selaras. Kemudian, apakah aturan nasional dan sturan internasional sudah
memenuhi kepentingan [ndonesia dalam rangka memenuhi kesejahteraan ekonomi
rakyat Indenesia? Dan apakah amiran vang ada sudsh siap sebagai aturan yang
dapal memagari, mengingai maraknya tindakan illegal fichimer dan makin
bergantungnya masyarakat internpsional pada sumber daya ikan dalam rangka
pemenuhan gizi bagi rakyatnya.

Metode yang akan dipakai dalam  pencapaian iersebut adalah dengan
menggunakan penelitian dengan pendekatan normatif, disamping it, digunakan
data primecr hanya sebatas untuk mendukung data sckunder. Rencana kegiatan
penclitian adalah selama satu tabun dengan dua tahap pelaporan penelitian.

Kata kunci : Pengaturan nasional sumber dava ikan, ZEE Indonesia, Konvensi
FPBB tentang Hukum Laut 1982,



PRAKATA

Laporan penelitian hibah fundamental sementara ini masih memerlukan
penvempumaan  disebabkan dalam proses pelaksansan  penclitian  terbentuk
beberapa kendala vang dihadepi. Wemun, pada akhimya laporan ini dapat
diselesaikan denpat baik.

Penelitian  hibah furdamental ini memperoleh dana dari Dikti yang
berdasarkan usulan penelitinn hibah fundamental vang disetujui olch Diktl, maka
laporan penelitian disusun secara optimal sesual demgan padoman atau panduan
pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada mesvarakar pada pergurean tingpi.
Dengan demikian, [avaknya dalam suatu penyusunan laporan perselitian, tetap
masih diperfukan masukan-masukan dan berbagai pibak dan dan berbagai aspels.
Hal demikian diperlukan dalam rangka untuk mengakomodic perkembangen ilmu
pengetahuan dan menyelaraskan perkembangan il pengetahoaon terkait denpan
kehidupan masyarakat yang dinamis.

Akhimya saya wcapken terima kasih kepada Digen Dikti dan Lembaga
Penelitian Pengembangan Tniversitas Tarumanagara,

Jakarta, 21 Desember 2015
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BAR 1

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal schapai Negara Kepulauan (drchipeiagic Stater)
memiliki banyak pulau baik puian vang berukuran besar maupun pulau vang
berukuran kecil. Pulau-pulaun tersebul dihwbungkan setta dipersstukan oleh
perairan. Pengaturen penyatoan wilayah deral dan laut ini tidak terlepas dani
sejarah pengaturan yang dimulai dari Deklarasi Djuanda tanggal 13 Docsember
1957 yang berisi sebagai berikut:

“bahwa segala perairan di sekitar, di antars dan yang menghubungkan

pulau-pulan stay bagian yang termasuk daratan Negara Indonesia dengan

tidak memandang luas dan lebamya adelah bagian yang wajar dari wilayah
deratan Negara Indonesia dengan demikian merupakan bagian dari perairan
nasional vang berada di bawah kedaulaten mutlak dard Megara Republik

Indonesia™.

Deklarasi Djuandz 13 Desember 1957 kemudian dibakukan dalam peraturan
perundang-undangan yaitu Undang-Undang MNomor 4/Prp/1960 tentang Perairan
Indonesia (LNRI MNomor 22 Tahun 1960, TLNRI Nemor 1942 Tahun 1960),
Dalam perkembangannya peraturan tesebut diperbarul menjadi Undang-Undang
Momaor & Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (LNRI Nomor 73 Tahun 1596,
TLNREI Momaor 3647 Tehun [996), Keduz aturan terssbut perfu dibahas, karena
memuat 2 hal yang pokok terkait dengan ZEE Indoncsia. Pertama, yain adanya
kedaulatan dengan wilayah darat dan laut menjadi sat kesatuan, sehinggs dapat
memudahkan dalam menjaga keamanan Nepara Indonesia, baik dalam ranpka
menjaga keutuhan Negara Indonesia, maupun perfindungan terhadap sumber daya
alam yang terdapat di dalamnya, dan tidak terkecuali sumber daya perikanan yang
merupakan salah satn sumber daya yang terdapat di laut vang saat ini menjadi
motor penggerak dalam mencapai kesejahbicraan rakyat. Ke-dua bahwa peraturan
tersebut di atas merupakan awal perluasan yurisdiksi Bepublik Indonesia dan

kawasan laut yang mempunyai lebar 200 mil yvang diukur dari garis pangkal vang



dipergunaken untuk mengukur febar laut teritorial, tentunya berimplikasi pada
bertambah banyak sumber daya alam yang meniadi kewenangan [ndoncsia,

Secara mnci dapat dijelaskan bahwa Indonesiz dituntut untuk mengambil
langkah vang tepat dalam memanfasatkan den menjaga sumber daya hayati,
khususnya sumber daya tkan di dalam ZEE Indonesia, alasen tersebut didasarkan
pada : sumber daya vang terdapat di darat sudah menipis dan sumber daya ikan
yeng terdapat di ZEE Indonesia dicadangkan untuk rakyat Indonesia dalam rangka
memenuhi kebutuban dan kesejshteraan hidupnya. Perlu diperbatikan bahwa
dalam pengaturan ZEE disamping memprioritaskan ncgara pantai yang berbatasan
dengan ZEE  tersebut  (dimensi nasional) juga memperhatikan  dimensi
mlemasional, yartu apabilz negara pantai tidak dapat memanfasthon sepenuhnya
(dengan memperhatikan aspek pelestariannya), maka negara lain mempunyvai hak
untuk twrut serta dalam memanfaatkan sumber daya lkan yang erdapat di ZEE
Indonesia dengan tunduk pada sarat dan ketentuan yang ditetapkan ocleh
Indonesia. Selanjuinya, untuk menjaga pelestarian sumber daya Tkan yang terdapat
di ZEE Indonesia, Indoncsia mempunyai kewajiban unmk menjapa ZEE
Indonesia dari tindakan yang peruntukannya menyimpang dari aturan termasuk
iegal Fishing.

Terkait dengan kesejahteraan rakyat, maka bagi rakyat Indonesia vang
susunan makanannya tidak cukup mengandung bzhan protein, bahkan vang kadar
protein hewani dalam mekanannya tergolong paling rendah di duniz. dengan
pemanfaatan sumber daya ikan vang mengandung kadar protein vang tak ternilai
besarnya akan dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Terutama bila diingat, bahwa
cara lnin untuk menctup kekurangan protein telah dilakukan upaya oleh
pemerintah, sepertl melakukan perkembangan peternakan, dan termyata dengan
cara demikian tidak mudah untuk dilakukan, karena pembiayaannya vang sangat
mahal, Oleh karena i cara vang paling tepat dan yang merupakan sumber vang
paling potensial adalah dengan menata kembali sumber daya yang terdapat di laut,
vaitu dengan membuat svatu aturan yang mampu uniuk  mengakomadir
pemanfastan sumber daya ikan, vang pada akhimya dapat dipergunakan untuk
mencadangkan dan memanfaatkan sumber daya ikan tersebut bagi kepentingan



kesejahteraan mkyvat Indonesia (Penjelasan Limom, LNRI Momor 22 Tabun 1960,
TLNEI Nomor 1942 Tahun 1560).

Berdandaskan pada pemikiran untuk mencadangkan sumber dava tersabut
kemudian dituangkan datam suatu Pengumumam Pemerintah, vaitu Pengumuman
Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini
merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan wilavah
yurisdiksi Negara Republik Indonesia atas kawasan laut vang lebarnya 200 ml
diukur dari garis-gars pangkal laut teritorial Indonesia, Menurut Koesnadi
Hardjasoemaniri dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang
ZEE Indonesia tanpgal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah
yurisdiksi sumber days alam sebesar 2,7 juts km2 di luar 3,1 juta kml yang
tercakup di dalam Perairan Musantara (Koesnadi Hardjasoemeantr, 1988 110-
1113

Tindak lanjut Indonesia sebagai langkah konkrit dalam “menjaga”™ ZEE
Indonesia, vaitu menctapkan Undang-Uindang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Exsklusif Indonesia (LNR] Momor 44 Tahun 1983, TLNRI Nomor 3260
Tahun 1983). Tindakan ini merupakan wujud dari pengimplementasian dari
keondisi yang terjadi saat itu dan sekalipus diharapkan sebapai langkah antisipati
dari adanya pengaturan dalam hukom intemasional .

Dalam keavatasnnya, dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak dapat
melepaskan aspek-aspek hukum internasional dalam hal ini Konvensi PBB
tentang Hukum Laut 1982, vaitu dalam perkembangannya Konvensi PEB tentang,
Hukum Laut 1982 menjadi kezepakstan internazional, artinya Konwvenzi PEB
tentang Hukum Laut 1982 menimbulkan kaidah hukum secara umum (Law
Making Treaty), Mencermati pada perkembangan vang terjadi dan langkah yang
telah dilakukan Indonesia, maka hal ini perlu dikaji lebih lanjut sinkronisasi
peraturan nasional dan peraturan intecnasional digwali dari tindakan Indonesia
seeara sepihak menetapkan ZEE Indonesia, hal ini perlu dilakukan mengingat
Indonesia scbelum meratifikasi Konvensi PBB entang Hukum Laut 1982 welah
menpeluarkan Undang-Undang yang menpatur entang AEE Indonesia. Arfinya

Indonesiz pada tahun 1983 telah menzelvarkan Undanz-Undang yvang mengatur



tentang EF Indonesia dan pada tahun 1955 Indonesia bara meratifikasi Konvensi
P'BE tentang Hukum Laut |982. Tidak hanya sinkroni aturan nasional dan aturan
intermasional saja yang perlu mendapatkan pengkajian, namun pengkajian yang
tidak kalah peatingnya. yaitu apakah persturan tersebut sudsh memenuhi
kepentingan Indomesia dalam rangka memenuhi kesejahteraan ekonomi rakyat
Indonesia dan apakah Indonesia sudah siap dengan aturan yang dapat memagari,

artinya semakin bergantungnya masyarakat internasional dalam rangka memenuhi

kebutuhan pemenuhan gizi begi rekyatnya pada sumber daya ikan dan maraknya
tindakan illegal fishing.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 1993/1994 oleh Tim BPHN telah dilakukan penclifian tentang
Aspak-Aspek Hukum Péngelolaan Penkanan Di Perairan Nasional Zona Fkonomi
Ekskhusif Indonesia. Hasil yang dicapai oleh tim BPHN, sccara spesifik
menyimpulkan tentang ratifikasi terhadap Konvensi PRB tentang Hukum Laut
1982 dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, vang berarti telah menjadi
hukum nasional. Artinya sudah sepatutnya diidentifikasi hak dan kewajiban
Indonesia dalam upaya pengelolasn perikanen di Perairan Masicnal dan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dalam rangka mengantisipasi tindak lanjut
dari berfakunya konvensi tersebut, terutama dalam upaya pemanfaatan potensi
yang dikandungnyva apar dapat dijadikan sumber yang riil bagi kemakmuran
seluruh makyat Indonesia { Badan Pembinaan Hukum Wasional Depanemen
Kehakiman, 1993/1994: 82). Lebih lanjut dalam penelitian tersebut juga
disimpulkan konsekuensi hukum -atas kedudukan Indonesia sebzgai nepara
kepulavan, yailu: secara yuridis konsepsi negarm kepulzuan telah resmi dan tidak
diragukan lagi diakui secara internasional setelah diratifikasinya Konvensi PRB
tentang Hukum Laut 1982 (KHL 1982} oleh Guyana pada tanggal 16 November
1993, schingga konvensi ini akan berlaku efektif pada tanggal 16 November 15994,
{Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993/1994: 82)

Penelitian berikulnya yang terkait dengan sumber dava perikanan di ZEE
Indonesia dilekukan olsh Marhaeni Ria Siombo, dengan penclitiannye vang
berjudul Hukum Perikanan Masional dan Internasional. Dalam kesimpulannva
penelitl pesimis dengan kondisi yang ada. Peneliti mengatakan, bahwa Indonesia
merupakan salah satw negara yang dikemal dengan kekayaan sumber dava ikan
vang melimpah. Tetapi apabila sumber daya ini tidak dikelela dengan baik, suat
ketika, Indeonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa laut tidak akan mampu
memenuhi kebutahan sumber protein yang berasal dari ikan bagi masyarakatnya.

Lebih lanjut, terkaic denzan peraturan nasional yang ada, peneliti menyampaikan



bhahwa: berbagai peraturan nasional, mulai dard undang-undang sampai poraturen
menteri ditetapkan dan berbagai konvensi intemnasionl disahkan olch pemerintah
Indonesia tetapi permasalahan di bidang perikanan belum dapat diatasi. Sumber
daya ikan semakin berkurang, kehidupan nelayan masih miskin, tingkal
pendidikan nelaysn masih rendah, lingkungan laut rusak akibat praktik-prakiik
penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu  karang, dan  lain-lain
(Marhaeni Ria Siombo, 2010: 1-50).

Penclitian  berikutnya  befudul Hukum  Laut Internasionz]  Dan
Pengaturannva Di Indonesia dengan peneliti Dikdik Mohamad Sodik. Terkail
dengan  penclitiannya  pencliti lebih  terfokus pada  pemanfastan yang
berkelanjutan. Peneliti menyimpulian bahwa: untuk menjunin  pemaniiatan
sumber daya ikan yang berkelanjutan, negara pantai mempunyai wewenang
membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya fkan di
7EE. Persturan perundang-undangan  tersebut  dibuat  untuk mengawasi
pelaksanaan hak akses untul pemberantasan kegiatan-kegiatan penangkapan tkan
yang, 1. melanggar hukum, 2. belum diatar, dan 3. tidak dilaporkan. Dalam
melakeanakan hak-hak berdanlat di zona ekonomi cksklusifivya, negara pantai
herdasarkan ketentuan Pasal 73 Konvensi PBD tentang Hukum Luut 1982 dapat
mengambil tindakin penegakan hukum perikanan yang diperiukan uniuk
menjamin penataat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara
paniai sesvai dengan konvensi (Dikdik Mohamad Sodik, 2011: 1017,

Dalam penelitian bertkut akan dilakukan penelitian dengan hasil yang
mempunyai target pada tercapainya pengaturan yang berpihak pada kesejahteraan
rakyval Indonesia. Penelitian ini dimulai dari penelusuran berbagai perafuran yang
terkait, baik peraturan nasional maupun peraturan internasional,

Rejim ZEE dalam Konvensi PBE tentang Hukum Laut 1982 dirumuskan,
sehagai berikut: The Exclusive Econgmic Zone i an ared heyond and adjacent fo
the territorial sea subject to the specific legal regime established in this Part
unider which the rights ond jurisdiction of the coastal State and the vights and
freedyms of the other States are governed by the relevant provisiens af this

Comvention (Konvensi PRB tentang Hukum Laut, 1987; Pasal 55). Rumusan rejim



ZEE tersebul dapat diterjemahkan sebagai beriket; Suatu daerah di luar dan
berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum kbusus yang
ditetapkan dalam Bab ini, berdasarkan mana hak-hak dan vurisdiksi Negara pantai
dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan WNegara lain diatur dalam keteniuan-
ketenfuan yang releven Konvensi ini.

Dalem peraturan perundang-undangan nasional seperti telah disebuotkan di
atas, bahwa ZEE Indonesia diatur dengan Undang-Undang Momor 5 Tahun 1983,
yang merumuskan ZEE Indonegia sebagai berikut: ZEE Indonesia adalah jalur di
luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonessia yang meliputi dasar laut,
tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terfuar 200 (dua ratug) mil laot
diukur dari gans pangkal laut teritorial Indonesia. Dalam Pasal 2 di samping
mengadung batasan wilavah juga mengatur tentang lebar serta pengertian Perairan
Indonesia. Dalam peraturan terssbut Perairan Indonesia diterjemahkan dengan
wilayah mana yang termasuk ke dalam kedaulatan Negara Indonesia dan wilayah
mang yang tidak ermasuk ke daklam kedaulatan Negara Indonesia atau di wilayah
maona Negara Indonesia hanya memiliki hak-hak berdavlat saja, vaitu suata rejim
dimana Indonesia mempunval hak-hak berdaolat atas kekayvaan alam havati
{datam hal ini adalah sumber daya ikan].

Hal yang sangat prinsip, adalah untuk dapat dikstakan sshagai suatu negara,
apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu, vailu penduduk vang tstap, wilavah
dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif dan kemampuan untuk
mengadakan hubungan dengan negara lain (Montevideo Convention on the Rights
and Duties of States, 1933 Pasal 1).8alah saty unsur vang sangat fundamental
adalah wilayah dan terkait dengan wilayah laut, yang menjadi dasar berpijak
dalam penenfuan batas rejim ZEE adaloh penéntuan perairan Indonesia dan
penctuan geris pangkal vanpg dipersunakan oleh Indonesia, dan berdasarkan hal
tersebut Kemudian diikiti dengan penentuan batas ZEE Indonesia

Indonesia schagai negera kepulauam, vamp mempunyai batas wilayah
sehagai berkut: segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan
pulau-pulau atau bagian pulsu-pulav yang termasuk daratan Negara Republik




Indonesia. dengan tidak memperhitungkan luas atau iebarnya merupakan bagian
integral dari wilaysh Negara Repoblik Indonesia, Dengan demikian Perairan
Indonesia berada di bawah kedaulatan Negara Resublik Indonesia (LMNRI Nomar
73 Tahun 1996, TLNR1 Nomor 3647 Tahun 1996). Berpangkal pada kedaolatan
negara besera segala isinya dan hek berdaulal ates sumber daya alam di lowt,
maks Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan produk-
produk hukum yang ditvangken dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan vang ditetapkan oleh Indonesia untulk dapat dipatuhi aleh
masyarakat intemasional diperlukan adanya penvelarasan dengzan  hukum

internasional yang berlaku dalam hel ini Konvensi PBB temang Hukum Lawr
1982,



BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara khusus penelitian ini bertujian mendiskrpsikan secara mendalam
tentang kebijakan perikanan di ZEE Indonesia vang telah dilakukan oleh Negara
Indoncsia beserta implikasinya. Arinya apakah pengaturan yang mengatur
tentang pemanfaatan sumber dava ikan di ZEE Indonesia sudah berpihak kepada
negara pantal, dalam hal ini kescjahicraan rakyat Indonesia seperti yang diatur
dalam kuvovensi PBE tentang Hukum Lawt 1982, mengingat diundangkannys
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang ZEE Indonesia
sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
terssbul. Dalam penelitian ini tidak hanya beriujuan untuk mendiskripsikan, tetapi
merupakan penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujusn  untuk
menentukan kebenaran hukum yang seharusnya ada bagi sesuatu (F. Sugeng
Istamio, 2007: 48), Selanjuinya dalam penclitian ini akan dilakukan penehisuran
terhadap peraturan-peraturan  yang terkait, baile peraturan-persturan  yang
kedudukannya sederajat maupun peraturan-peratluran  vang secara herarkhi
kedudukannya berada di bawah undang-undanz. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat kebijakan perikanan nasional secara utuh, mengingat sumber daya ikan di
ZEE Indonesia merupakan mainstream pembangunan nasional

Rerpangkal pada adanya penetapan rejim ZEE Indonesia yang dilakukun
secara sepihak diperlukan adanya kejelasan pengaturan dalem hukum nasional.
Hal ini kemudian dibentuk peraturan perundanpg-undangan nasional, yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Wamun demikian
pada tahun 1983 masyarakat internasional juga telsh menetapkan Konvensi PRR
tentang Hukum Laut 1982, dan Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut baru
pada tahun 985, vaitu dengan Undang-Undang Nomor |7 Tahun 1985 tentang
Pengesaban United Nations Corvention on the Low of the Sea 1982 (dalam
penelitian ini diperpunakan istilah Konvensi PBB tentang Hukum Lant 1982). Di
satl sisi Indonesia telah mengelvarkan undang-undang vang mengatur ZEE



Indonesia tahun 1983 dan di sisi lain Indonesia baru meratifikasi Konvensi PBB
tertang Hukum Lawt 1982 tersebut pada tahun 1985, sehingga perlu diteliti
adanya sustu kajian tentang sinkronosasi antara keduanya dan  kebijakan-
kehijakan lanjutan yang mengamr hal yang sama.

Di samping itu pola hubungan angar bangsa cenderung bergeser ke amh
makin mencnjolnya kepentingsn ekonomi. Berkaitan dengan kepentingan
ekonomi tersebut, maka Indonesia yang merupakan negara kepulavan dengan luas
perairannya selebar 3,25 juta kilometer persegl, yang terdiri dari luas laut teritorial
selebar 0.3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan selebar 2,93 juta
kilometer perseed dan 2,55 juta kilometer persegi merupakcan perairan ZEE (Victor
Nikijuluw, 2002: 47) dapat ditentukan bahwa sumber daya yang terdapat di
dalamnya sangat potensial. Dapat dikaakan bahwa lzasnva wilayah laut telah
menjadikan Indonesia sebagai ealah gatu nepar pantai vang kaya aken potensi
sumber kekavaan alam khususnya sumber daya alam hayati yang terdapat oi ZEE.
FEE Indonesia edalah jalur laut di luar dan berbatasan dengen lant tetitorial
Indonesia, yanz meliputi dasar faut, kolom air dan air di atasnva (permukaan)
dengan lebar vang tidak melebihi 200 mil laut,

Lebih lanjut, ZEE Indonesia yang luas dan merupakan laut terbuka, tentunya
rawan terhadap tindakan yang sifatnya merugikan Negara Indonesia, seperti
adanva tindakan illegal fishing yeng dilakukan oleh pihak asing. Hal ini
diperiukan adanya suatu pengaturan yang i fatnya mermapari,

Adanya penambahan wilayah yurisdiksi yaitu penctapan ZEE yang dimiliki
olch Indenesia telsh menimbulkan berbagai permasalzhan. Dalam penelitian ini
diangkat beberapa permasalaban yang terkait erat dengan judul penelitian.
Papmasalahan tersehut, antars lain sinkronisasi peraturan nasional dan peraturan
internasional yang mengamr ZEE Indonesia, apakah peraturan nasional sudah
herpihak kepada kepentingan nasional berkaitan dengan pemanfaatan sumber
days ikan yang terdapat di ZEE  Indonesia, dan bagaimana [Indonesia
“mengamankan” sumber daya ikan yang terdapat di ZEE-nya, artinya apakah
Indonesia sudeh sinp dengan aturan yang dapal “menjarmin® sumber daya ikan

vang terdapat di ZEE Indonesia dapat dimanfaatkan stcara legal.
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BAR 4
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan vang digunakan adalah pendekatan
normetit, Oleh karena ity jenis data yang digunakan adalah data sekunder vang
berupa peraturan-peraturan baik ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun
dokumen-dokumen hukum intermnasional, bukw' arikel yang terkait dengan
penclitian ini, kamus, media massa dan infernet. Mamumn  demilian  dalam
penelitian ini, apabils diperiukan akan digunakan data primer dan pengpunaan
data primer hanya sehatas untuk mendukung daia sekunder,

Pendekatan vang utama dalam penclitian ini adalah dengan pendekatan
undang-undang {sratere approach) dilakukan dengan menelaal semua undang-
undang den regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan
undang-undang i untuk menelagh adanya konsistensi dan kesesuaian substans;
muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahimya undang-undang,
landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang
(Peter Mahmud Marzuki, 2007: 93-04). Menurut Soerjone Sockanto dan Sr
Mahmudji, di dalam penelitian hukum normatif, penclitian terhadap asas-nsas
hukum  dilakukan terhadap kaidah-kaidah Bukum, yang patokan-patokan
berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakuken
{terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan nukum sckunder, sepanjang
bahan-bahan tadi mengandung kaidah huloum (Soerjone Sockanta dan Sri
Muahmudji, 2003: 62).

Dalam penelitian hukum normagf pengkajian terhadap kaidah hukum saja
belum cukup, sehingge perlu pengkajian lebih lanjul pada aspek sistem
hukumnya. Sistem merupakan tatanan aiau kesatuan yang utuh yang terdiri dari
bagian-bagian atau unsur-unsgr yang saling berkaitan crat satu sama lain yuit
kaidah atiu tentang pernvataan apa yang scharusnya, sehinggs sistem hukum
merupakan sistem normatif (Sudikno Mertokusume, 2001: L&)
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Lebih lanjut, karena pemanfastan sumbcr daya perikanan di ZEE tidak
terlepas dari perkembangan hukum internasional dan tantangan pengelolaan
sumber daya perikanan dunla semakin dibwuhkan saat ini, sehingga perlu
mendapatkan perhatian yang besar terhadap pengaturan pernanfaatan sumber daya
ikan di ZEE Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini identifikasi fakta,
yaitu fakta-fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hokum vang meliputi
peraturan vang terkail dengan pemanfastan sumber dava perikanan, termasuk
peralran-peraturan yang relevan dengan objek penclitian akan dijadikan sumber
data (lcrmasuk data primer). Artinya identifikasi fakta terhadap data sekunder
tersebut dilengkapi dengan data primer. Proses torsebut dimaksudian urtuk
mengecek dan menguatkan kebenaran hukum yang scharusnya ada untuk
menjamin adanya kepastian hukum, terkait dengan objek penclitian ini, maka
pemanfaatan sumber daya perikanan di YEE Indonesia diperuntukkan bagi
kesejahteraan rakyat Indonesia dan adanya pengaturan penegakan hukum yang
Jelas terhadap tindakan ilegal fishing.
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BAB 5
HASIL YANG DICAPAI

Pada dasarmya sustu negarz dalam hal ini Negam Indenesia telah
meratifikasi Konvensi PEB tentang Hukum Laut 1982, artinya Indonesia terikat
pada asas Pacte Swnt Servands, yaitu susty asss vang menvatakan bahwa
Indonesia harus menjalankan perjanjian tersebut (Konvensi PRB teniang ukum
Laut 1982) dengan itikad baik. Disamping itu, Indonesia Jjuga terikat pada agas
Justifikasi yaitu suatr asas yang menjelaskan bahwa suaty negara apabila telah
terikal dengan suatu perjanjian internasional, maka tidak boleh tidak menjalankan
perjanjian tersebut dengan alasan bahwa perjaniian tersebut bertentangan dengsn
hulum nasional.

A Knonologis Pengaturan Hukum Intemasianal
L Tindakan sepihak dan kebiasaan-kebiasaan

Berkaitan dengan telah diratifikasinya Konvensi PRB tentang Hukum
Laul 1982 pada tahun 1985, yaity dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Leow af The
Sea, dan sebelum Indonesia meratifikasi kanvensi tersebut, Indonesia telak
mengcluarkan  Undang-Undang Nomor § Tahun 1983 tentang ZEE
Indonesia. Oleh karena ity peristiva ini perlu dikaji mengingat tindakan
yang telah dilakukan Indonesia mempunyai konsekuensi tertenty bagi
Indonesia, vailu konsistensi kedua aturan tersebut,

Pada tahep awal sinkronisasi akan dimulei  dari penelusuran
Kronologis atau sgjarsh terbentuknya Undang-Undang Nomor § Tahun 083
dan sejarah pengaran hukum laut intemasional, Penelusuren kronologis
kedua aturan perly dilakukan kerens Konvensi PEB tentang Hukum Taut
1982 membawa perubshan yang cukup signifikan terutama pengaturan
wilayah yurisdiksi yang terkait dengan pengaturan sumber daya hayati,

Dalam kenyataannya pengaturan dalam hukum laut yang membagi

faut menjadi 2 (dua), vaitu laut vang termasuk dalam kedsulatan stiaty
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nepara dan laut yang tidak termasuk dalam kedaulatan seatu negara yang
bizsa disebut dengan laut lepas pada dasamya tidak dapat dipertahanican.
Tidak dapat dipertahankannya kondisi inl terutama didasari oleh
kepentingan negara=negara techadap sumber daya hayatl. Kepentingan
negarg-negara pantai untuk mencadanpkan sumber dzya hayati  bagi
rakvatnya dan adanya keinginan untuk tidak tergantungnya (lebih ekstrim;
terjajahnya) negara pantai terhadap tindakan-tindakan negara-negara yang
berteknologi maju dalam pemanfaatan sumber daya hayati di laut lepas vang
bersambung denmgan pantainys, menyebabkan pegara-nepara pantai
melakukan tindakan sepihak.

Wilayah laut vang terletak di luar wilayah laut yang termasuk dalam
kedaulatan suan negara merupakan zona yang diperuntukkan bagi
kepentingan negars pantai untuk memenuhi kebutuhan rakystnys akan
sumber daya hayati. Konsep inilah vang kemudian dalam perkembangannya
discbut scbagai konsep ZEE. Konsep ZEE ini secara tidak langsung elah
diawali dari Proklamasi Presiden Truman fentang Perikanan Paniai.

Proklamasi mengenai Perikanan Pantai, vang disebut “Presidential
FProclomation Concerning Coasted Fisheries in Certain Areas of the High
Seas” walaupun merupakan tindakan sepibak namun telah membawa
perubahan dalam wilayah dan pengaturen. Wilayah diartikan sebagai
kejelasan batas dan yang menjadi ukurannya adalah sumber dava vang
bernilai bagi rakyatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pengaturap
adalah pengaturan sumber daya ikan, yang menunjuk pada siapa. dimana
dan bageimana boleh dilakukan penangkapan ikan.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Truman terkait
dengan perikanan panwi, kemudian ditkuti oleh Megara-negara Amerika
Latin, seperti Meksiko, Chile, Equader dan Peru. Pada dasernye tindakan
vang dilakukan oleh Meksiko dan Negara-negara Amerika Latin lainnya
banya scbatas pengaturan kepemiliken sumber daya ikan yang dapat
dimanfastkon untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
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Konsep Zona Maritim vang diproklamasikan oleh Chile tanggal 23
Juni 1947 kemudian ditegaskan kembali dengan mengeluarkan Delclaras
Santiago 18 Agustus 1952 yang diikuti penandatanganan cleh Poru dan
Equador, memuat unsur-umsur ZEE vang diperkenalkan untuk pertarma
kalinya,

Dalam perkembangannya pada tahun 1970 beberapa Negara Amerika
Latin, seperti Uruguay, Chile, Equador, Peru, Panama, Brasil, Bl Savador,
Argentina dan Nikaragus mendeklarasikan kedaulatan atas perairan vang
tidak melebibi batas 200 mil. Deklarasi terscbut diberi nama Deklarasi
Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, Point-point
penting vang diatur dalam Deklarasi Montevidea adalah sebagai berilaut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laul vang bersambung
dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk
dapat  dipergunakan  semaksimal mungkin  dapat  mendorong
pembangunan ekonomi dan meningkatkan keh idupan rakyat.

2. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim
tergantung dari karakieristik gecprafi dan geologi dan faktor-faktor
vang mempengaruhi kebersdaan sumber daya alam laut dan kebustulan
akan pemanfaatan secara rasional,

3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dan
perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan
aluran-aturan lentang penangkapan ikan,

4. Mengakui adanya kcbebasan pelevaran kepal-kapal dan kebebasan
penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bowah
kedaulatan dan yurisdiksi maritim,

Perkembangan selanjutnva, diadakan perundingan oleh 20 (dua puluh)
negard, yang terdiri dari Uruguay, Chile, Equador, Pery, Panama, Brazil, El
Savader, Argentina, Nikaragua, Meksiko, Colombia, Guatemala, Dominika
dan Honduras yang menghasilkan Deklarasi Lima pada anggal 8 Apustus
1970. Hasil konkrit Deklarasi Lima B Apastus 1970, yaitu adanya
penambahian 2 (dua) point ketentuan, vaite pertama, hak dari NELAra pantai



untuk mencegah terjadinya kontamings dan bahaya lainnya di air dan akibat
yang depat merusak sebagai akibat dalam pengpunoan, cksplorasi dan
ehsploitasi dari arca laut vang bersambung dengan pantai negara tersehut.
Re-cua, hak dari negara pantsi untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut
scrid dalam semua kegiatan riset ilmiah vang dilakukan di ZOMA maritim
yang berada di baweh kedaglatan dan yurisdiksi negara pantai vang
bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil risst terschut,

Fada tanggal 9 Juni 1972 Megara-negara Karibia mengadakan suats
konferensi regional. Hasil yang dicapai dari konferensi tersebut adalsh
Deklarasi Santo Domingo, Inti dari Deklarasi Santo Domingo memperjelas
perumusan pembedaan antara “patrimonial sea” dan laut teritorial Datam
patrimonial sea dintmuskan bahwa negar pantai mernpunyai hak berdaufat
yang berkaitan dengan sumber days alamnys, baik vang dapat diperbarui
aupun yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di Jaut, dasar lagt dan
tanah di bawahnya di luar laut teritorial dengan ketentuan |char tidak
melebiti 200 mil. Disamping itu ncgara pantai berhak mengatur penelitian
ilmish termasuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencepah
terjadinya pencemaran, adanya ketentuan tentang kebebasan pelayaran dan
pencrbangan serta kebebasan meletakkan dan memasang kabel-kabel dan
pPipe-pipa di bawah air, Dengan demikian dalam pairimortial sea lebih
didasarkan pada konsepsi fungsionil ataw konsepsi penggunaan vang
sifatnya ekonomis sedangkan pada laul teritorial didasarkan pada konsepsi
kedaulatan stau  konsepsi kewilavahan, Adapun beda patrimonial seq
dengan laut lepas adalah adanya hak berdaulat yang dimiliki olch negara
pantai atas sumber daya alam pada zona tersebut,

Dalam  perkembangan selanjuinya  konsep ZEE mengalami
perkembangan kawasan, arinya tidak hanya terbatas pada Negara-negara
Amerika Latin, namun meluas sampai ke negara-negasa Asia Afrika. Hal ini
dapat dibuktikan dari dipakainya konsep patrimonial sea schazal prakarsa
dilakukannya hubungan dengan negara-negara di Asiz dan Afrika.
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]

Dalam  sidang  Asica-African  Legal  Consuliative Commiftee
{AALCC), yaitu dalam kelompok ketjanya yang terdiri dari wakil-wakil
delegasi Indonesia, Malaysia, Jepang, India, Kenyva dan Sri Lanka, istilah
7EE diperkenalkan untui pertama Kalimya sebagai konsep baru oleh Sri
Lanka. Aspek-aspek penting konsep ZEE, vaity hak-hak dan kewajiban-
kewajiban negara pantai terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
negara lain. Disamping it dalam AALCC juga dibeniuk Swub-Commitiee an
the Law of the Sea, yang isinya menyatakan bahwa setiap negara menurt
hukum internasional mempunyai hek uniuk melakukan klaim atas laut
teritorial selebar 12 mil techitung dari paris panghkal yang selama ini telah
diperpunakan. Prinsip dalam hukum laut tersebut diterima oleh sebagian
delegasi, baik mengenai lcbar laut teritorial 12 mil, maupun hak negara
pantai teshadap yurisdiksi eksklusif atas kawasan laut yang bersambung
dengan pantai negara mereka untuk kepentingan elkesploitasi sumber daya
atam.

Dalarn sidang berikutnya yang diadakan di Lagos pada tahun 1972,
dibahes lebih mendetil rejim laul lepas yang hanya menguntungkan negara-
negata yang telah maju teknologinya. Ketimpangan dalam penpgunasn dan
pemanfaatan laut antara negars yang telah maju teknologinya dengan negara
pantai yang dapat berakibat pada terkurasnya sumber daya perikanan di laat
terutama penangkapan iken jarak jaub. inilab perlu diatur secara bersama
dan adil.

Tindakan-tindakan vang telah dipaparkan di atas merupakan tindakan
yeng sifainya sepihak dan merupakan kebingaan vang dilskukan oleh
negara-negara dan secara 120US MENETUs diikuti oleh nepara-negam yang

|ainnyva baik pada kawasan sama maupun Kiwasan yang berbeda,

E.onferensi- konferenst intemasional

Konferensi PBB tentang Hukum Laut (938
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Pada tanggal 24 Pebruari 1958 di Jenewa mulai dicclengparakan
konferensi intemasional hukum lawt | dan konferensi berlangsung sampai
dengan tangpal 27 April 1958, yang dihadiri olch wakil-wakil dari 86
negara termasuk  Indonesia (Fimal Act of the Conference, [N,
Doc. A/Conf.13/58, 1958: 1), Dasar kerja yang telah digariskan dalam
resolusi menetapkan bahwa konferensi harus membahas hukum laut tidak
hanya darn aspek hukum saja, tetapi meliputi aspek-aspek teknik, biologi,
ekonomi dan politik jugs masuk dalam pertimbangan pembahasan. Unmk
memahami perscalan vang terkait dengan aspek-aspek di luar hukum yang
telah dimuat dalam resolusi di atas dan  pengaruhnya techadap
perkembangan hukum laust, terutama perkembanzan pengaturan sumber
dava perikanan di perairan yang bersambung desgan pantai, dapat
dikemukakan sebagai barikut:

1} Aspek ekonami, hubungan antara kebutuhan manusia akan sumber
daya perikanan, vang didukung oleh adanva kemajuan teknologi
dalam penangkapan ikan, serta terbatasnya sumber daya perikanan
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus
bertambah,

2} Aspek teknik, yaitu perkembangan baru di dalam tekmik dan cara-cara
penangkapan ikan, vang menambah pentingnya arti laut sehagai
sumber daya perikanan. Fada awalnya sumber daya perikanan yang
ada di laut tidak mungkin diambil, karena rendahnya teknik
penangkapan ikan, dengan adanya perkembangan tersebut, maka
penangkapan ikan yang mulanya tidek mungkin dilakukan menjadi
mingkin atau dapat terlaksana (UN. Doc. A/Conf, 13/L.54, 1938
Mukadimah).

3} Aspek biologi, sumber daya pesikanan yang ada di laut entunye ada
batasnya, olch karcna itu perlu adanya pelestarian sumber daya
tersebut supaya tidek muesnah,

4} Aspek politik, satuan-satuan  masyarakal yang hidupnya terzantung
dari sumber daya parikanan, merupakan bagian dari masvarakar Pacda
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taraf integrasi masyarakat manusia terorganisic dalam satuan-satuan
politik vang bebas satu dari yang lsinnya, dan masing-masing
mempuiyal pemerintah sendiri, penduduk dan wilayah vang tertenty
(Mochtar Kusumaatmadija, 1962; 10).

) Aspek-aspek  non-vuridis  vang  telah  disampaikan i atas,
mempengaruhi langkah-langkah vang akan diambil cleh suatu negara
dan langkah tersebut dapat berupa tindakan sepihak maupun tindakan
vang sifatnya eksklusif.

Dalem konperensi PEB tentang Hukum Laut T vang herlangsung
kra-kira selama dua bulan, pads akhimya menghasilkan 4 konvensi,
sehapai berikut:

[} Konvensi mengenai Loaut Teritorial dan  Jalur Tambahan
(Convention on theTerritorial Sea avd Contiguous Zone) (United
Nations, 1958: U.N. Doc. A/Conf.13/1..52 ),

2) Konvensi mengenzi Lawt Lepas { Comvention on fhe IHigh Seas)
(United Nations, 1958: U.N. Doc. A/Conf. 13/L..53).

3) Konvensi mengenaj Perikanan dan Perlindungan Kekayvaan Hayati
Laut  Lepas (Convention on Fishing and Conservation of the Living
Resources of the High Seas) (United Nations . 1958: 1IN, Doe
AfConf. 131,55 ).

4) 4). Konvensi mengenai Landas Kontinen (Comvention on the
Continental  Shelfy  (United  Nations, 1958  UN. Doc
AfConf 13/1..55 ).

Dihasilkannya empat buah konvensi yang untuk selanjutnya disebut
dengan UNCLOS | tersebut bukan berarti konferensi PEB teateng Hukum
Laut 1 telah berhasil dalam menampung kehendak dari masy arakat
internagional, Justri sebaliknya karena UNCLOS T tidak  bechasil
menciapkan lebar laut teritorial, maka UNCLOS [ dinyatakan telah gagal
Akibat dari kegagelan tersebut tidak hanya membaws implikasi padas
Eonvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan snja, letapi jugd
pada ketiga konvensi yang lainnva. Dampak terhadap konvensi-konvensi
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yang lainnya dapat dipshami, karena penctapan lebar laut teritorial
merupakan kunci dari penetapan lebar area-area perairan yang diatur
calam ketiga konvensi yang lainnya dan penetapan dari kewenangan sugtu
negara dalam area-area baut tertentu.

Walaupun UNCLOS 1 dinyatakan paoal, namun tidak berarti bahwa
konvensi ini tidak ada meanfaamya bagi perkembangan hukum laut,
terutama mengenai sumber daya perikanan dalam pemanfuatan dan
konservasinya. Setidak-tidaknya Kepagalan ini tercatst dalam sejarah
perkembangan hukum laut, dengan kegagalan ini pula dapat diketahul asah
yang diinginkan alth negara-negara meritim maju dan negara-negara yang
sedang berkembang, terutama tentang penentuan lebar yang terkait dengan
kedaulatan suatu negara dan porairan eksklusil mengenai perikanan vang
bersambung dengan pantai suatu negara.

Keinginan dari masyarakat internasional untik mewujudkan adanys
pengaturan yeng terkait dengan sumnber daya ikan yang terdapat i perairan
vang bersambung dengan pantainya, terbukti di dalam perjuangannya vang
sclalu mengupayakan untuk diaturnya perscalan tersebut dalam peraturan

yang bergifat universal.
Konferensi PBB tentang Hukum Laut 960

Kegagalan dalam menetaplkan lebar laut teritorial dalam UNCLOS [,
kemudian ditindik-lanjuti oleh Majelis Umum PBB yaitu dengan
mengeluarkan Resolusi 1307 (X)) terangegal 10 Desember [958,
menetapkan untuk mengadakan konferensi internasional vang ke-dua
(1960} vang membahas penetapan batas lebar |laut teritorial den batas zona
perikanan (11N, 1958: General Assembly Resolution 1307 (X1} .

Upaya untuk mengadakan pengatursn hukum internasional dapal
dipahami, karena kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya
ikan semekin lama semakin berkembang. [lpaya pengaturan tersebut
adalah dalam rangka untuk menjaga  dan mengamankan sumber daya
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tkan, karens pemanfaatan yang tidak dilandasi dengan suatu pongaturan
dapat membahayakan kepentingan negars-negara. Oleh karena itu Majelis
Umum PBE menyelenggarakan konferensi FBB yang ke [ {UNCLOS 11).

UNCLOS Il merupakan kelznjutan dari konferensi PBB tentang
Hukum Laut L. Dalam pembahasannya memfokuskan pada masalah Ichar
laut teritorial dan sumber daya perikanan, karena dalam penctapan batas
laut teritwrial mempunyai dampak langsung terhadsp negara-negara vang
telah melakukan penanghkapan ikan di perairan lepas pantai negara-negara
lzin (Shigeru Oda, 198%:; 99-110). Konferensi vang dihadiri oleh wakil-
wakil dari 88 ncgara termasuk Indonesia, menghendaki adanya perluasan

batas laut teritorial dan tidak menerima batas 3 mil (Shiseru Oda, 1989;
09-110).

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982

MNegara pantai di ZEF hanya menikmati hak-hak berdaulat dan
bukan kedaulatan. Artinya ZEE tidak ditundukkan pada kedaulatan
penuh negara pantai seperti yang berlaku dalam rejim laut teritorial dan
negara pantai di ZEE juga tidak ditundukkan pada rejim laut fepas, karena
di ZEE negarm pentai mempunyai hak dan kewajiban berkaitan dengan
sumber daya perikanannya.

Adanya rejim baru dalam hukum laut, vaitu rejim hukum ZEE telah
merubah tatanan hukum laut dunia dan telah menciptakan hubungzn-
hubungan baru antara negara pantai  dan negara lain dalam rangka
pemanizatan sumber daya alam hayati khususmya perikanan. Perubahan
vang mendasor dari tatanan hukum laut tersebut telah menjawab masalah
vang selima inl menjadi pertentangan.

Selama berlangsungnya sidang-sidang konferensi hukum laut PBR
III, masalah yang paling banysk dibahas adalah pengaturan ZEE.
Perundingan-perundingan vang terjadi dalam pembahasan rejim ZEE
sclale diwamai dengan perbedaan pendepat. Pendapat vang berbeds
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terscbut tidak torlepas dari kamakteristik hukum  ZEE vang mernpakan
casar penentuan hubungan hak-hak dan kepentingan antara negara pantai
dan megara lainnya (V.F. Tsarev, 1987: 591). Dalam konferensi hukam
laut PBB 111 yang menghesilkan UNCLOS 1982 telah berhasil dalam
mengakomadic akar permasalahan  yang  menjadi titik  perbedsan
pandangan dalam menggamberkan hak-hak ekskiusif dan vurisdiksi di
ZEE. Kepastion adanys UNCLOS 1982 telah memberi jawaban yang
s¢lama kurang lebik 10 tahun menjadi perdebatan dalam konferensi hukom
laui FBB 1982, dan sekaligus memberikan pengaturan yang bersifat
universal, yang sejak tahun 1945 sudah menjadi keinginan dari negara-
negara pantal yang pengungkapkannys hanya dalam suatu tindakan vang
sifamya unilateral.

Status  hukum ZEE  diater dalam Article 53, dengan tegas
menyehutkan bahwa ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan
dengan laut teriiotial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang lazim
disebut rejim hukum sui generis vang ditetapkan dalam Bab ZEE ini
berdasarkan mana hak-hak dan yorisdiksi negara pantai dan  hak-hak
serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan
vang relevan Konvensi ini. Maksud dari ketentuan-ketentuan yang relevan
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam article-article berikutnya, yaitu
menyebutkan adanya hak-hak dan yurisdiksi tertenty negara pantai.
Keedann demikian lebih menyangatkan sdanya status hukum sui generis,
antara lain di ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber
daya alem hayeti dan mempunyai vurisdiksi tertentu, seperti kebehasan
untuk melakukan penangkapan ikan, mendirikan mstalasi, dan melakukan
penelitian ilmish pada ZEE, tindakan-tindakan demikian diperlukan
perseiujuan dan pengawasan dari negara pantai. Lebih lanjut pelaksanaan
kebebasan laut lepas dilakukan denpan memperhatikan hak-hak tertentu
seria peraturan pérundang-undangan negora pantai.

Adanya ketentuan-ketentuan tentang pengaturan hak dan kewsjikan
vang dimiliki oleh negara pantai di ZEE, bukan berarti hilangnya unsur-
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unsur laut lepas. Unsur-unsur laut lepas atau kebebasan lam lepas
(freedoms of the high seas) tersebut tetap dapat dijumpai dalam ZEE.
Dalam pengaturan ZEE juga memuat unsur-unsur dari laut teritorial, dan
hak-hak sumber daya alam hayati, serta berbagai kegiatan ckonomi
fainnys, pemasangan instalasi, meliksanskan penclitian ilmiah, dan
pemeliharaan lingkungan laut (Francisco Orrego Vicena, 1934: 127-130).
Unsur-unsur tersebut telsh diformulasikan kembali dan disesusikan serta
dimasukkan ke dalam sebuah rejim khusug yang berbeda dari rejim hukum
laut teritorial dan rejim hukum lagt lepas.

B. Peraturan Nasional tentang ZEE
£EE merupakan suatu zona vang timbul dari konsep perlindungan
terhadap negara pantai atas sumber daya fkan yang terdapat di leut di luar dan
berbatasan dengan perairan teritorial, Konsep perlindungan dari kemungkinan
dihabiskannys sumber daya ikan oleh negara lain yang didasarkan pada
prinsip kebebasan laut lepas.

Sasaran dani konsep ZEE yang merupakan konsep perlindungan
terhadap negars pantai atas sumber dava ikan bagi kescjahteraan rekyvainya
dan mengharuskan Kepada negara pantai untuk memanfastkan symber
daya ikan secara optimal dan berkclanjutan, tanpa mengesampingkan
kepentingan atsu hak negara lan atas sumber daya ikan sesuai ketentuan
internasional. Konsep inilah vang kemudian menerapkan nilai-nilaj yang
terangkum dalam hak dan kewajiban vang melekat pada negara pantai di
LEE.

Rejim ZEE merupakan perkembangzn hukum internasional dakim
rangks mengatur kelautan yang berkaitan denpan pemanfaatan ekonomis
sumber daya hayati khususnya sumber days ikan bagi kemakmuran rakyat
negara pentai dan  kepentingan negars lain vang lerkail, dengan
memperhatikan fakior pelestarian  sumber daya ken dan faktor
keberlanjutannys. Bagi Indonesia rejim hukum ZEE vang mendapat
pengaturan dalam UNCLOS T perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan hal
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tersebut, kemudizn Indonesia mengesahkan UNCLOS 1L Tindakan ini
membawa konsekoensi sebagai berikut:

1)

2}

3)

Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia karena memiliki
latt torluas, yaim 5, § jum km® atau 3% total witayah Indonesia
sehingga fidak heran Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang
memiliki potensi besar di bidang kelautan (Idris, 2002: 114),
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilzyah
Nezara ruang hidup Bangsa Indonesia setalah berlakunya UNCLOS
1982 mencakup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Wilayah Yurisdiksi Indonesia depgan luas laut secara kesehinuhan 38
juta ket”, dengan perincian: luas persiran kepulanan Tndenesia dan laat
teritorial adalah 3,1 juta km', luas ZEF 2,7 juta km® serta mempunvai
panjang garis pantai 81.2900 km (lawatan Hidro-Oscanagrafi TN AL,
2008: i),

Luas ZEE Indonesia yang mencapai 2,7 km tergolong ssbagai negara
vang memiliki ZEE luas (selain Indonesia, MOgara-negara yang
memiliki ZEE vang tergolong luas adalah Amerika Serikar, Australia,
New Zealand, Kanada, Uni Sovier, Jepang, Brazil, Mexico, Chili,
Morwegia, India, Filipina, Portugal dan Republik Malagasiy (Tabloid
Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi, 2010: 15} dan Indonesia
mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam hayati yang terdapat
di dalamnya. Berdasarkan hak berdaulal tersebut, maka Indonesia
dapat melakukan cksplorasi dan  cksploitasi, pengelolaan dan
konservasi sumber dayva alam havati di ZEE Indonesia,

sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia mempakan potensi vang
memberikan kemungkinan sanpat besar untuk dapal dimanfiatkcan
secars langsung dan sekaligus mempunyai fungsi schagai pendukung
sumber daya perikanan di seluruh perairan Indonesia. Maksudnya
adalah dari segi kepentingan pembangunan nasional, khususnya di
sub-sektor perikanan, maka sumber dava alam havati di ZFF
Indonesia memiliki 2 (dua) fungsi penting, pertama, sebagai potensi
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4]

3)

yang dapat dimanfastkan secara langsung  melalui kegiatan
penangkapan ikan dan ke-dus, ssbagal penduking sumber daya alam
havati di perairan [ndonssia { Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun
1984 temang Pengelolaan Sumber Dayva Alam Havati Di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia),

ZEE Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam hayati vang
bernilai ckonomis tinggi, Salah satunys  adalah populasi berbagai
jenis fkan tuna yang memberikan optimisme bagi bangsa Indonesia
untuk mengembangkan industri perikanannva di masa mendatang
{ htip:/fzerdream.blogspot. com/2010/05 implementasi-pengamanan-
zee-indonesia, 2 Desember 2015). Indonesia pada tahun 2010 sudah
melakukan penangkapan ikan tuna jenis Sxipiack, Albacore, Yellowfin
Tina, Southern Bluefin Tung dan Higeye Tuna sebanyak 577.430
million ton dari potensi yang diestimasikan pada tabun tersebut untuk
lenis-jenis Tkan tuna tersehut di atas sehamvak 1.145.400 million ton,
Berarti tangkapan yang belum dircalisasikan sehanyak 567970
million ton ( Dircktur manajemen sumber daya ikan direkiorat
perikanan tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2011, Tuna
Fisheries management in Indonesia, 1% ASEAN Tuna Warking Group
Meeting, Jakarta, 25-26 May 2011).

Potensi perikanan yang sangat besar dan beragam yang dimiliki
merupakan potensi ckonomi vang dapat dimanfaatkan untuk masa
depan bangsa, sebagai tlang punggung pembangunan nasional.
Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayvagunaan sumber
daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan
kelesterinnnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakvat, vaitu
meningkatkan pixi protein hewani bagi rakyat, meningkatkan taraf
hidup nelayan arau meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatian
penerimaan dari devisa negara dari hasil ckspor komoditi perikanan
laut. menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan

F



produklivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta
menjamin kelestarian sumber daya iken,

Selanjutnya keadaan vang menunjukkan bahws ZEE Indoncsia
sebagai aset nasional yang potensial mendapal pengakuan dari Kepala
Badan Riset Kelantan dan Perikanan, Pengakuan ini disampaikan dalam
pidato pembukaan Forum Nasjonal Eebijakan Pemanfaatan Sumber Daya
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan bekeria sama dengan Forum
Nasional Pengelolasn Konservasi  Sumber Dzya Tkan di Indonesia pada
tanggal 3 Desember 2009, mengatakan bahwa:

Sumber daya ikan yang hidup di laut Indonesia dinilai memiliki
tingkat keragaman havati yang paling tinggi. Sumber dava tersebut terdir
atas, peling tidak, 37% darf spesies ikan di denia. Bila sumber daya ikan di
laut terscbut dimanfastlsn secars benar, yaitu tidak melehihi daya
dukungnya, akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar
6,4 juta ton per tahun (Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Pidaio
Pembukaan Forum Nasional Kebijakan Pemanfastan Sumber Daya Ikan dj
Wilayzh Pengelolaan Perikanan bekerja sama dengan Forum Masional
Pengelolsan Kenservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, Departamen
Kelautan dan Perikanan, Tanggal 3 Desember 2009,

Keragaman hayati merupakan salah san potensi kckavaan sumber
daya alam hayati yang pada saat inj menjadi daya tarik tersendiri, Hal inj
dikarenakan potensi  keanekaragaman hayati merupakan salah  sam
pendorong bagi berkembangnya bioteknologi. Kekayaan sumber dava
dlam hayali ini tergolong vang dapat diperbarui {rernewabie resourees),
sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secars terus-menerus
sebagai saleh satu komponen asser pembangunan negara (Andreas
Pramudianto, 2010: 110).

kondisi demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam pola
pengelolaannya. Pergeseran wacana pola pengelolnan dari ekonomi (pola
develupmentalisme) ke ekologi dan lingkungan {pola sustairiahie) perlu
ditindaklanjuti dengan arsh kehijakan vang jelas, Pola pergeseran ini sudah
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sesudl demgan moto DEP, pro-job, pro-growth, pro-poor dan pro-
susfalnable.

Kenyntean yang menunjukkan semakin bertambah banyalnva
manusia dan semakin sempitnya lshan daratan, serta laul yang
“menjanjikan” sumber daya ikan menunjukkan perlunve pengaturan vang
mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu perlu
disesuaikan desain dalam kebijakan sektor sumber daya perikanan pada
umumnya dan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia pada khususnya,
Karema sumber daya perikanan merupakan sumber utama kehidupan di
laut, llal ini sejalan dengan pemikiran Susan Hanna yang telah
disampaikan dalam berbagai tulisannya di jurnal internasional, yang
mengatakan bahwa eksistensi biota lauwt menggambarkan laut punya
“rub”. Bila perikanan atau biota lawt rosak artinya  laut  sudah
kehilangan “rub"nya. Hal ini mengingat perikanan adalah indilator utama
kelautan (Arif Satria, 2009: 93),

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, bahwa Indonesia
yang merupaken ncgara kepulauan yang tergolong  besar  dengan
luas ZEE 2.7 juta km® (Markas Besar Anpkatsn Lawt Jawatan Hidro-
Oscanografi TNI-AL, 2006; i). dan posisi geografis Negara Indonesia
yang sangal strategis yang diapit oleh dua samuders menjadikan
Indonesia “kaya™ akan sumber daya ikammya. Akibat dari kondisi ini bukan
merupakan suatu hal yang herlebihan apabila dikatakan bahwa kejayvaan
Indonesia ada di laut bahkan dengan laut Indonesia menjadi java, namun
ironisnya justru ingkat kehidupan nelayannya (komunitas yang berkaitan
langsung dengan sumber daya perikanan laut) sebagian hesar berada di
bawsh garis kemiskinan, Kondisi ini tentunya tidak dapat ditoleransi dan
diperlukan upaya pembenahan dalam sistem kebijakan perikanan, terutama
kebijakan yang menyangkul sumber daya fkan yang terdapat di ZEE
Indonesia,
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Pengaturan pembangunan perikanan di ZEE menjadi ukuran yang
penting. Hal ini tidak terlepas bahwa diperkirakan 90 (sembilan pulul)
persen dan jumlsh tangkapan ikan sccara komersial dilakekan di ZEE {
Jon Van Steenis, 2002: 1). Disamping itu, adanys ketentuan dalam hukum
internasional (UNCLOS 1982)  babwa nepars pantai  dalam
memanfasikan  sumber daya ikan yang terdapat di ZEE-nya apabila
terdapat surplus, maka harus dibagikan kepada negara lain. Dapat
dikatakan bahwa dengan diterapkannva prinsip common heritage of
mations di ZEE telah memberikan opsi dalam pengaturannya, vaitu apahila
suatu megara pantal dapat memanfaatkan  sumber daya ikannya yang
terdapat di ZEE-nya secarn penuh sehingga tidak ada surplus, maks tidak
ada kewajiban bagi negara pantai yang bersangkutan  untuk membagikan
sumber dava ikannya kepada negara lain, sebaliknyva apabila suatu negara
pantn tidak dapat memanfastkan sepenubnya sumber dayva ikan Vang
terdapat di ZEE-nya yang berarti masih terdapat surplus, maka negar
pantai tersebut harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk
dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE negara pantai
tersebut. Bagi Indonesia, hal ini mempunyai konsekuensi bahwa di ZEE
Indonesia, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan akses atas
pemantasian surplus sumber daya ikan kepada negara lain.

Secara  konseptual  pembangunan  vang  berkelanjutan  dan
pemanfaatan sumber dava ikan di ZEE Indonesia diperuntukkan bagi
kesejahieraan mkvat merupakan kesatuan vang erat. Artinva untuk
mencipai - kesejahteraan  rakyat  diperlukan  pembangunan Ying
berkelanjutan, vaitu pemanfasian sumber daya fkan secara optimal dan
bertanggung jawab,



BAB 6.
KESIMPLULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Pada dasamya, peraturan vang mengatur tentang ZEE Indonesia
waldupun dikeluarkan atau diundangkan sebelum [ndonesia meratifikasi
UMCLOS 1982, namun Indonesia sudah menyiapkan seperanglat aturan yang
mendulkung pemanfaatan sumber dava perikanan di ZEE Indonesia. Artinya
Undang-Undang Womor 3 Tahun 983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia sudah mengakomodir ketentuan-ketsntuan vang tercantum dalam
UNCLOS 1982, Namun ada hal yang masih perlu mendapatkan perhatian,
yaitu tentang pencntuan jumlah tangkapan yang diperbolchkan dan
kemampuan tangkap nasional. Hal ini dischabkan di dalam ZEE berlaku dua

dimensi, vaitu demensi nasional dan demensi internasional.

B. Saran

Terdapat tindak lanjut dalam temuan penélitian, adapun saran
terscbut adalsh guna memberikan jaminan adanya pemanfaatan sumber daya
ikan vang berkelanjutan dan tereapainya pembangunan ckonomi  yang
ditunjang oleh pemanfastan sumber daya ikan bagi kepentingan rakyat, maka
diperlukan pengaturan yvang jelas mengenai pemanfaatan perikanan di ZEE
Indonesia. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan pemanfaatan sumber
daya ikan yvang tidak berlandaskan pada data vang jelas dan akurat justro
dapat menimbulkan tangkap lebih (overfishong) bahkan dapat menimbulkan
kepunahan sumber daya ikan tersebut. Disamping itu karena hidup ikan
dalam lingkaran ckesisicm, maka dapat mengganggu lingkaran kehidupan
yang lainnya termasuk manusia di dalamnya. Namun langkah signifikan vang
periu segera diambil oleh Indonesia adalah menviapkan aturan terkait dengan
hal tersebut dan segera menentukan batas yang menjadi kewenangan
Indonesia, karenn hal ini menjadi dasar untuk menentukan legalitas somber
daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia.
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